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HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG
DIUCAPKAN DILUAR PENGADILAN
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Muhaiminuddin
NIM. 1223201026

ABSTRAK

Talak bain kubra merupakan talak ketiga dimana suami dan istri dapat
kembali lagi dengan syarat mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan
terjadi perceraian ba’da dukhul serta telah habis masa idahnya. Terdapat dua garis
hukum perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Islam di Indonesia, yaitu hukum
perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia (hukum Positif) dan perceraian
menurut hukum Islam yang mengacu pada pandangan figh. Hukum Positif
memandang bahwa perceraian (talak) dan rujuk merupakan perbuatan hukum
yang harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam,
pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban
instansi pelaksana untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk
yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat
pada KUA. Sedangkan menurut hukum Islam, antara perceraian dan rujuk dapat
terjadi apabila telah memenuhi unsur syara walaupun tanpa adanya pencatatan
melalui institusi pemerintahan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis
penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pokok
pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode komparatif, yaitu analisis terhadap letak persamaan dan perbedaannya
untuk ditarik suatu alternatif yang komparatif. Penelitian ini membandingkan
perbedaan peraturan hukum Positif di Indonesia khususnya peraturan mengenai
rujuk dan talak bain kubra dan membandingkannya dengan hukum Islam.

Baik antara hukum Positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal
talak bain kubra, yaitu sama-sama tidak dapat rujuk apabila suami menceraikan
istrinya dengan talak tiga dengan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu
yang berbeda (tidak sekaligus). Walau demikian, terdapat perbedaan diantara
kedua sumber hukum tersebut, jika dalam hukum Positif bilangan talak harus
diucapkan didepan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi
sah dan berlaku akibat hukumnya walau tidak diucapkan didepan Pengadilan.

Kata Kunci: Rujuk, talak bain kubra, pengadilan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba’ B Be
<o ta’ T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C h h ha (dengan titik di bawah)
c kha“ Kh kadan ha
> Dal D De
5 zal Z zet (dengan titik di atas)
3 ra’ R Er
3 Zai Z Zet
o Sin S Es
5 Syin Sy esdan ye
0P sad S es (dengan titik di bawah)
o dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain Koma terbalik keatas
¢ Gain G Ge
) fa’ Ef
K Qaf Q Qi

Xi



l Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

O Nun N En

3 Waw W We

» ha’ H Ha

3 Hamzah ' Apostrof
< ya' Y Ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
1. Vokal Pendek
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
% Fathah Fathah A
Kasrah Kasrah I
/
) Dammah dammah U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama Huruf Nama Contoh Ditulis
Latin
Fathah dan ya Ai adani V_<“ Bainakum
Fathah dan Wawu Au adanu Jss Qaul

xii



3. Vokal Panjang
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis a Contoh ks> ditulis jahiliyyah
Fathah+ ya’ ditulis a Contoh s ditulis tansa
Kasrah + ya’ mati ditulis T Contoh & S~ ditulis karim
Dammah + wawu mati ditulis & Contoh _zs ditulis furiid

C. Ta’ Marbitah
1. Bila dimatikan, ditulis h:

1L Ditulis hikmah

iy Ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

3 s Ditulis ni ‘matullah

3. Bila ta’marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan 7 (h).

Contoh:
JUb Y iy, Raugdah al-agfal
53l ) Al-Madinah al-Munawwarah

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

3adace Ditulis muta ‘addidah

- Ditulis ‘iddah

E. Kata SandangAlif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah

o Ditulis a/-badi’u

| Ditulis al-Qiyas
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

U Ditulis as-Sama’

) Ditulis asy-Syams

F. Hamzah
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

. Ditulis syari
gl syaiun
il Ditulis ta khuzu
@l Ditulis umirtu

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang
diperbaharui (EYD).
H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

bunyi atau pengucapan atau penulisannya

2l sl Ditulis ahl as-sunnah

29l (a3 Ditulis zawr al-furad
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dan
berlainan jenis sesuai dengan kehendak Nya, di antaranya adalah adanya laki-
laki dan perempuan yang memiliki ciri maupun perbedaan antara keduanya.

Salah satu tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah agar
manusia dapat melestarikan kehidupannya di dunia dengan saling berpasang-
pasangan untuk melanjutkan generasi dan mendapatkan keturunan dengan
cara yang di ridhai Allah SWT yaitu dengan adanya pernikahan.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam
pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja
merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah
tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu
perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan
menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang
lainnya.*

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

! Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), him. 374.



Ketuhanan Yang Maha Esa.? Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap orang baik
laki-laki maupun perempuan memiliki harapan yang sama dalam pernikahan
yaitu agar pernikahannya membuahkan ketenangan dan ketentraman yang
bisa meringankan berbagai problem hidup. Hal ini sesuai dengan surat ar-
Rum ayat 21 yang berbunyi:
U5 ¢ B TR3 355% 2Ky asy ) e 5l oS 1 2K sl T gl g
0388 o3 Y

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di

antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagikamu yang
berpikir.?

Di Indonesia ada beberapa undang-undang yang berlaku mengenai
pernikahan antara lain adalah Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1974, dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperuntukan bagi masyarakat yang
beragama Islam sebagai sarana hukum dalam mengatur hal-hal mengenai
pernikahan.

Dalam sebuah hubungan pernikahan, masing-masing dari suami dan
istri harus saling mengetahui dan melaksanakan apa saja yang menjadi hak

dan kewajiban mereka supaya terbentuk keluarga yang harmonis, dan

terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

2 Anonim, Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang
Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya (Semarang: Menara Kudus, 1974), him. 5.

3 Supriatna, dkk, Figh Munakahat Il Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan
Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), him. 1.



Kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang begitu
kompleks, kesenjangan sosial yang tinggi, sumber daya alam yang terbatas
dan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai menjadi hal
yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat di Indonesia, sebagai akibat dari
permasalahan seperti ini ialah berpengaruhnya terhadap hubungan sebuah
pernikahan yang tidak jarang dapat berujung pada perceraian.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi sebab terjadinya masalah
perceraian di Indonesia, salah satu dari permasalahan tersebut adalah karena
permasalahan ekonomi atau taraf kehidupan masyarakat yang rendah, ketidak
setaraan dalam hal pendidikan, pergaulan yang menyimpang serta kurangnya
bekal pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan hubungan berkeluarga
dan masih banyak lagi faktor yang terjadi yang berakibat pada hancurnya
bahtera rumah tangga yang telah mereka bina.

Perceraian di dalam Islam dapat terjadi karena adanya ucapan talak
dari suami, yaitu dengan maksud melepaskan ikatan nikah dari pihak suami
dengan mengucapkan lafal yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap
istrinya: ”Engkau telah ku talak”. Dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi
lepas, artinya suami istri jadi bercerai berai.*

Jumlah kasus perceraian di Indonesia sendiri semakin mengalami
peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara cerai di

berbagai lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang setiap tahun semakin

4 Moh Rifai, Figh Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), him. 483.



bertambah banyak.® Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, bahwa kasus
perceraian ini sudah dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan hal yang
lumrah sebagai jalan terakhir bagi mereka yang menganggap masalah yang
terjadi dalam hubungan pernikahannya hanya dapat diselesaikan dengan jalan
perceraian.

Terkadang banyak dari pasangan suami istri yang tanpa berpikir
panjang memutuskan hubungan pernikahan begitu saja karena keadaan
emosional yang tidak dapat diatasi karena suatu sebab. Tidak jarang para
suami mengucapkan talak terhadap istrinya hingga berujung pada putusnya
pernikahan karena sebab talak oleh pengadilan dan rujuk kembali. Tidak
sampai di situ, terkadang kejadian perceraian seperti ini terulang hingga
kedua kali bahkan ketiga kalinya dengan kata lain suami telah mentalak
istrinya dengan talak bain kubra.

Talak bain kubra terdapat dalam KHI yaitu pada pasal 120 yang
berbunyi: ”Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.
Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali,
kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan
orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan habis masa
idahnya”.®

Dari hal ini terdapat permasalahan yang timbul karena sebab
perceraian yang terjadi setelah rujuk kedua kalinya dengan jalan talak bain

kubra yang diucapkan di luar pengadilan atau dengan istilah bawah tangan.

5 https://bit.ly/2SVPFpy, diakses pada hari Kamis 8 November 2018 Pukul 11:20 WIB.
& Anonim, Himpunan Peraturan, him. 173.



Sehingga terjadi perbedaan pandangan dalam masyarakat bahwa talak yang di
lakukan walaupun di luar pengadilan maka jatuhlah talaknya dan berlaku juga
aturan idah ketika mantan suami akan melakukan rujuk kepada mantan istri
yang dahulu di talak 3 (tiga), yaitu dengan menikah lagi dengan pria lain
tanpa disertai unsur kesengajaan bahwa pernikahannya tersebut dilakukan
karena sebab ingin memperoleh syarat rujuk dari pasangan terdahulunya. Jika
mereka menganggap bahwa talak 3 yang diucapkan di luar pengadilan tidak
sah dan dapat berkumpul lagi dengan pasangannya, mereka khawatir
hubungan yang mereka jalani hanya akan mendatangkan dosa karena mereka
menganggap hal ini sebagai perbuatan yang haram.

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis merasa
tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akan melakukan penelitian dengan
judul “Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar

Pengadilan” (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam).



B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran  penulisan

skripsi ini, maka penulis menegaskan istilah yang ada di dalam judul skripsi

ini supaya dapat dipahami dan terarah sebagai berikut:

Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur
pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai

peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.’

Rujuk dalam istilah ulama madzhab, adalah menarik kembali

wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya.®

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis
dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara
umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau

pengadilan dalam negara Indonesia.’

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber/ berasal dari Tuhan,

yang dapat diketahui melalui firman-Nya dalam al-Qur’an dan sabda-

7 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him. 167.
8 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab (Jakarta: Lentera Basritama, 1996),

1. Hukum

2. Rujuk

3. Hukum Positif

4. Hukum Islam
him. 481.

9

http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html.

diakses pada hari Rabu 27 November 2018 Pukul 00:05 WIB.



Nya (penjelasan) rasulnya (sunnah), atau melalui hasil pemikiran
manusia melalui ijtihad-nya.*
5. Talak Bain Kubra
Talak menurut bahasa Arab ialah “melepaskan ikatan” yang
dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. ' Sedangkan
pengertian talak bain kubra (talak 3) ialah mentalak istrinya tiga kali pada
masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya talak satu, pada
masa idah ditalak lagi satu, pada masa idah kedua ditalak lagi satu.'?
6. Di Luar Pengadilan
Di luar Pengadilan memberi pengertian bahwa ucapan talak dari
seorang suami kepada istrinya berlangsung tanpa melalui proses
persidangan. Karena menrut Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusnya
perkawinan dapat terjadi karena sebab kematian, perceraian, dan karena

putusan pengadilan.*®

10 Suparman Usman, Hukum Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), him. 35.

11 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, him. 401.

12 Moh Rifai, Figh Islam Lengkap, him. 487.

8 Anonim, Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-
Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), him. 141.



C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum talak bain kubra menurut hukum positif di Indonesia

dan hukum islam?

2. Bagaimana perbandingan aturan hukum positif dan hukum Islam

mengenai rujuk dari talak bain kubra yang dilakukan di luar pengadilan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Supaya dapat mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia dan

hukum Islam mengatur mengenai talak bain kubra.

. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perundang-undangan di

Indonesia dan hukum Islam mengenai rujuk yang dilakukan atas talak

bain kubra.

2. Manfaat Penelitian

a.

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di

dalam masyarakat mengenai hukum rujuk yang dilakukan karena talak

bain kubra yang dilakukan di bawah tangan.

Secara Praktis

1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN).

2) Sebagai kontribusi wacana dalam bidang akademik. Dan dapat
menjadi bahan pertimbangan untuk memcahkan suatu masalah

yang berhubungan dengan penelitian ini.



E. Kajian Pustaka

Pustaka dalam penelitian ini adalah buku atau hasil penelitian yang
berhubungan dengan talak maupun rujuk di luar pengadilan pandangan
hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Talak di luar pengadilan merupakan permasalahan yang sering
diangkat dalam berbagai kajian ilmiah, akan tetapi yang membahas mengenai
talak bain kubra atau talak tiga yang mengkhususkan perbandingan hukum
positif dan hukum Islam tentang hukum talak bain kubra yang dilakukan di
luar pengadilan belum penulis temukan, dari berbagai tulisan yang membahas
mengenai perceraian khususnya perceraian di luar pengadilan dapat penulis
paparkan diantaranya:

Muhammad Syaifuddin, dkk dalam bukunya dengan judul Hukum
Perceraian membahas mengenai hukum perceraian menurut hukum dan
Undang-Undang, asas-asas hukum perceraian, sumber hukum perceraian,
bentuk dan hikmah perceraian, tatacara perceraian hingga membahas akibat
dari adanya perceraian.

Skripsi Abdul Kholik berjudul Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij
atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub Al-Sittah), letak persamaan
skripsi ini terletak pada pembahasan yang berhubungan dengan talak tiga/
talak bain kubra, perbedaannya adalah dalam skripsi Abdul Kholik ini lebih
menekankan pada kualitas hadis yang berhubungan dengan talak tiga
sekaligus. Sedangkan dalam skripsi penulis masalah talak tiga tidak

dilaksanakan sekaligus, melainkan talak pertama dan kedua sudah dilakukan
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di luar Pengadilan, namun untuk talak yang ketiga dilakukan di hadapan
Pengadilan.

Skripsi Eko Pratama Putra yang berjudul Problematika Talak Di luar
Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa, persamaan skripsi ini
dengan skripsi penulis adalah terletak dari pembahasan berupa perceraian di
luar pengadilan dan pada isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, perbedaannya adalah skripsi Eko Pratama Putra membahas mengenai
konsekuensi dari talak yang dilakukan di luar pengadilan dan pandangan
hakim mengenai talak di luar pengadilan, sedangkan skripsi penulis
membahas mengenai talak bain kubra yang dilakukan di luar pengadilan
menurut pandangan Perundang-Undangan di Indonesia dan menurut hukum
Islam.

Skripsi Fazyatul Maulida yang berjudul Studi Komparasi Tentang
Rujuk dalam Figh dan Kompilasi Hukum Islam, persamaan skripsi Fazyatul
Maulida dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan mengenai
rujuk dalam pandangan figh dan hukum positif di Indonesia. Letak
perbedaanny adalah skripsi penulis lebih mengkhususkan kajiannya pada
mekanisme rujuk menurut pendapat imam mazhab yakni pendapat mazhab
Syafi’l, Hanafi, Hanbali, dan Maliki yang dikomparasikan dengan Kompilasi
Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis lebih menjurus bagaimana
keabsahan rujuk diluar pengadilan menurut figh dan hukum positif di

Indonesia.
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Skripsi Agus Suroso dengan judul Rujuk pada Pandangan Wahbah
az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persamaan skripsi Agus
Suroso dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas rujuk menurut
pandangan figh, baik mengenai syarat dan rukun rujuk, macam-macam rujuk,
serta mengenai persaksian dalam hal rujuk. Perbedaan skripsi ini dengan
skripsi penulis adalah skripsi Agus lebih spesifik membahas mengenai rujuk
menurut pandangan Hawbah az-Zuaili yang dikomparasikan dengan
Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis mengkomparasikan rujuk
dari pandangan figh yang dikomparasikan dengan hukum positif di Indonesia.
Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
kepustakaan yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
kepustakaan, dimana objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan
dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan
penelitian.'*
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu
penelitian berupa undang-undnag yang berlaku, berupa mencari asas-asas

atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, pendekatan yang

4 Soeryono Soekamto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2001), him. 13-14.
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penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah
yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.%®
Sumber Data
Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan
sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti
banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang
berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud
dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk
dalam sumber data primer disini terdiri dari buku berjudul Himpunan
Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-
Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-
Undang No 1 Tahun 1974, Figih Empat Mazhab karya Syaikh
Abdurrahman al-Jaziri dan Figh Lima Madzhab karya Muhammad
Jawad Mughniyah.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder

seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan

15 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005), him. 92.
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erat dengan penelitian ini.® Di sini peneliti menggunakan beberapa
buku yang menunjang sebagai tambahan sebagai refrensi penelitian
diantaranya terdiri dari buku yang berjudul Figh Islam Lengkap karya
Moh Rifai, Figih Keluarga karya Syaikh Hasan Ayyub, Hukum
Perdata Islam Di Indonesia karya Zainuddin Ali, Figih Munakahat
Kajian Figih Nikah Lengkap karya Tihami dan Sohari.
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data
melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang
berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari
buku-buku transkip, catatan, majalah, manutranskip, surat kabar dan lain-
lain.’
5. Metode Alanisis Data
Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara
bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti
keseluruhan.8
Setelah data-data yang ada terkumpul, kemudian peneliti
melakukan analisis dengan menggunakan metode Conten analysis secara

kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan

6Rosadi Ruslan, Metode Penelitian, Public dan Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001) , him. 31.

17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rieka
Cipta, 2002), him. 206.

18 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed 111 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), him.
43,
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norma, asas-asas hukum yang terdapat didalam KHI dan Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 mengenai talak bain kubra.

Penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu dengan
membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum positif di
Indonesia yaitu KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
membandingkannya dengan hukum Islam yang bersumber pada kitab-
kitab figh mengenai hukum talak bain kubra.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini agar lebih spesifik
dalam pembahasannya, maka penulis membagi sistematika penulisan ini
kedalam lima bab yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab | merupkan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajiann pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Il merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum rujuk
menurut hukum Islam, yang meliputi perngertian dan dasar hukum talak
menurut Islam, pengertian dan dassar hukum rujuk menurut hukum Islam,
macam-macam rujuk, serta syarat-syarat dan rukun rujuk menurut hukum
Islam.

Bab 11l merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum rujuk
menurut hukum positif, yang meliputi perngertian dan dasar hukum

Perceraian menurut hukum Positif, pengertian dan dassar hukum rujuk
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menurut hukum positif, macam-macam rujuk, serta syarat-syarat dan rukun
rujuk menurut hukum posisit.

Bab IV merupakan analisis komparatif tentang hukum rujuk dari talak
bain kubra menurut hukum Islam dan hukum positif, serta analisis komparatif
hukum Islam dan hukum positif terhadap rujuk dari talak bain kubra yang
diucapkan di luar pengadilan.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan
kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi, kemudian pada akhir skripsi

ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran riwayat hidup.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Hukum Talak Bain Kubra Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Dalam perspektif hukum Positif, pasal 120 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga
kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan
kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri,
menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’'da al
dukhul dan habis masa idahnya. Pensyaratan rujuk hanya
diperbolehkan dalam keadaan talak raj i, yaitu talak kesatu dan kedua
dimana suami dapat rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar yang
baru.
Setiap proses bilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi
prosedur yang ada, dimana talak kesatu, kedua, dan ketiga harus
melalui proses persidangan pada Pengadilan. Apabila suami mentalak
istrinya dengan ucapan talak tiga kali berturut-turut tanpa melalui
proses persidangan, maka hal itu tidak dianggap terjadi talak

b. Menurut hukum Islam, mengenai talak bain kubra sebagian ulama
berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala
macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti ilak, zihar,
dan lian. Talak bain kubra dapat pula terjadi apabila Seorang suami

yang menceraikan istrinya tiga kali dengan waktu ucapan talak

74
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dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak bain
kubra dapat terlaksana menurut syariat Islam. Talak jenis ini tidak
dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami istri itu dengan syarat istri
telah menikah lagi dengan pria lain dan telah bercarai serta habis masa
idahnya.

c. Baik antara hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan
dalam hal talak bain kubra, yaitu sama-sama tidak dapat rujuk apabila
suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan catatan bahwa
talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda (tidak
sekaligus).Walau demikian, terdapat perbedaan diantara kedua sumber
hukum tersebut, jika dalam hukum Positif bilangan talak harus
diucapkan didepan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan
talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walau tidak
diucapkan didepan Pengadilan.

2. Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan

a. Mengenai rujuk, apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu
dan dua di luar pengadilan, kemudian pada talak ketiga suami
tersebut mengajukan talaknya di pengadilan, maka pengadilan
menganggap bahwa mereka masih berada dalam talak raj’i, hal ini
didasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto
pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan
didepan sidang pengadilan. Sehingga untuk kembali kepada bekas

istrinya tidak memerlukan nikah tahlil.
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Menurut hukum positif, agar bekas suami dapat kembali kepada
bekas istri yang tertalak bain kubra adalah dengan syarat bekas istri
telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta habis
masa idahnya, kemudian dilakukan pernikahan dengan akad dan
mahar yang baru, serta dicatatkan sesuai Undang-Undang yang
berlaku di Indonesia, untuk menghitung apakah masa idah bekas istri
tersebut telah habis atau belum, yang menjadi patokan adalah putusan
Pengadilan dimana masa idah itu dihitung sejak jatuhnya putusan
perceraian oleh sidang pengadilan.

Sedangka menurut hukum Islam, apabila suami mentalak istrinya
dengan talak satu dan dua di luar pengadilan, kemudian pada talak
ketiga suami tersebut mengajukan talaknya di pengadilan, maka
dengan demikian jatuhlah talak tiga sehingga keduanya tidak dapat
kembali menjadi suami istri sebelum bekas istri tersebut menikah lagi
dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya,

serta harus melalui akad nikah dan mahar yang baru.

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian yang ada di

Indonesia yang membahas mengenai rujuk maupun talak bain menurut

hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih

jauh tentang materi ini, dapat melihat hasil penelitian yang lain, atau

dengan melanjutkan penelitian ini lebih mendalam.
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Perlu adanya tambahan atau perubahan peraturan/ Undang-Undang yang
terkait dengan perceraian, karena adanya perbedaan antara hukum Positif
dan hukum Islam mengenai pemberlakuan dimulainya perhitungan masa
idah. Akan lebih baik jika ada pemberlakuan itsbat talak. Dalam hali ni
Pengadilan hanya mengesahkan talak yang sudah diucapkan sebelum
adanya persidangan di pengadilan. Sehingga tidak ada perbedaan masa
idah antara hukum Positif dan hukum Islam, hal ini juga akan menjamin
para pihak dari hilangnya hak-hak yang ada, terutama pihak perempuan
karena untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu masa
idahnya habis.

Kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dapat
memberikan penyuluhan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, dan
rujuk. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menyatakan
ketidaktahuannya mengenai permasalahan tersebut dan menghindarkan

dari perbuatan sewenang-wenang terutama mengenai talak.
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